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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024, kementerian/lembaga perlu
menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari
rencana pembangunan jangka menengah nasional yang
ditetapkan oleh Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Rencana  Strategis

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Tahun 2020-2024;
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Mengingat :

10.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor S5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 635);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA  BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024.

Pasal 1
Rencana  Strategis Kementerian  Agraria dan  Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024
merupakan dokumen perencanaan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk periode 5
(lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,
yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 2
Rencana  Strategis Kementerian  Agraria dan  Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
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Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Rencana  Strategis Kementerian Agraria dan  Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai

acuan bagi:

a. penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I, dan
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,;

b. penyusunan Rencana Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

c. penyusunan penjanjian Kkinerja, pengukuran kinerja,
pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan
evaluasi kinerja;

d. penyusunan rencana pengendalian pelaksanaan program
dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

e. penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

f. koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di
Unit Kerja Eselon I dan Satuan Kerja di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional.

Pasal 4
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun
2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-
Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN
2020-2024

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat
beragam dan potensial dibanding negara-negara lain di wilayah Asia
khususnya Asia Tenggara. Luas wilayah daratan Indonesia 1.922.570 km? dani
total seluas 5.180.053 km? (total daratan dan perairan)!, dar total luas
daratan sekitar 124 juta hektar (64,93% masih berupa kawasan hutan dan
scluas 67 juta hektar (35,079 telah dibudidayakan melalui berbagai kegiatan?,
Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangal strategis Karena
berada pada jalur lintas antara benua Asia dan Australia, serta di antara
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, schingga menempatkan Indonesia
sebagai salah satu poros perdagangan global (Gambar 1).

{sumber: big.go.id)
Gambar 1 : Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

! Badan Informasi Geospasial, 2019,
* Sumber: Pusat Data dan Informasi Pertanshan, Tata Ruang dan Lahan T um P, Berkelan)
Rementerian Agrana dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Tahun 2019

www.peraturan.go.id
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Posisi strategis serta luas wilayah daratan Indonesia merupakan suatu
potensi vang dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat Indonesia. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk
serta pergeseran scktor perekonomian ke arah industri telah menyebabkan
semakin strategis dan semakin rumitnya pengelolaan agraria, tata ruang, dan
pertanahan di Indonesia. Berbagai permasalahan dapat timbul dalam proses
pengelolaan agraria akibat keterkaitan bidang agraria dengan berbagai aspek
lainnya seperti aspek ckonomi, sosial, budaya dan hukum. Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga
negara vang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang secara nasional. Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki sejarah yang
panjang dalam menangani urusan pemerintah bidang pertanahan dan
penataan  ruang, Scjarah  terbentuknya  Kementerian  Agraria  dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional disajikan pada Gambar 2.

Panatasn rusng Urusan pe h Penstase ruang di brwah
disalanggarakan sainng dilaksanakan di blawah Kamanteran Pekenjaan
Decentrolsatlewet ¥ementenan Dalam Negen Umum
1903 1955 1932
1870 .
Perioda Kolonial i 19:5 1860 2015
A o o Urusan pertanahan dilaksanakan aleh Urusan pertanahan can
(Domiain varkkiriog] Komewtarian Agnasss preataan rung dikeiols aeh
Kementerian Agraria dan
{pada 1957 dipsahkan pengelclaan Tatas Ruang/Badan
Sumber: Boedi Harsono, diolah L hutan dengan pengelok Pectenshun Nesions!
agrada)

Gambar 2 : Sejarah Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang di Indonesia

Institusionalisasi pertanahan dan tata ruang sudah dijalankan sejak pra-
kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1870 dikenal dengan Domain
Verklaring, dan mengalami dinamika antara agraria dengan penataan ruang
hingga tahun 2015 urusan pertanahan dan penataan ruang disatukan dalam
Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kementerian
memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agrariaf/pertanahan dan tata ruang untuk membantu  Presiden dalam

www.peraturan.go.id
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menyelenggarakan pemerintahan negara’, dengan core function 4 sebagai

berikut:

KEMENTERIAN
ATR

Bard anarvan Parpras Namar 47 Tabes 2020 Peanl S hurut o

Gambar 3 : Core Function Kementerian ATR Berdasarkan Perpres Nomor

47 Tahun 2020
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional, lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pertanahan dengan core function sebagai berikut :
_a———————————===

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

s 2020, Pinad 1

Gambar 4 : Core Function Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Perpres
Nomor 48 Tahun 2020

Fungsi tersebut dijalankan dengan fungsi pendukung seperti: koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi,

3 Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020

‘ Pasal 5 hurul a Peratuman Presiden Nomor 47 Tahun 2020

www.peraturan.go.id
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pengawasan, pengelolaan barang milik/kekavaan negara, pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat

substantif.s

Dalam mendukung tugas dan fungsi vang menjadi mandat Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, disusun perencanaan
sebagai pedoman kinerja dan penganggaran dokumen perencanaan strategis.
Perencanaan strategis dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional merupakan dasar utama penvelenggaraan Kementerian
selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024, akan dijabarkan dalam Rencana Kerja
{Renja) yang  disertai dengan penganggaran dan penctapan kinerjanva setiap
tahun, sehingga Rencana Strategis menjadi dokumen penting vang disusun
secara komprehensif, holistik dan integratif melalui pendekatan teknokratik,
politik, partisipatil serta bottom up dan top down.

1.2. Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis

1.2.1 Potensi

1) Potensi Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruaang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya. Ruang sebagai potensi membutuhkan penataan
ruang vang di dalamnya merupakan suatu proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan mang. Dalam hal ini
aspek perencanaan dan pemanfaatan tidak dapat lepas dari proses
pengendalian pemanfaatan ruang yvang bertujuan untuk menjamin tertib tata
ruang dan Keberlanjutan ruang.

Pengelolaan ruang darat hanya meliputi kurang dari 30% total luas
Indonesia, vang mana di masa mendatang peran tata ruang laut menjadi salah
satu tantangan vyang harus diakomodir secara optimal. Kebutuhan
aksesibilitas antar wilayah dengan adanya pengadaan infrastruktur

penghubung, tentunva membutuhkan kajian tata ruang vang komprehensif,

" Pasal 5 hurul b sd, 1, Peraneran Presiden Nomor 47 Tahun 2020

www.peraturan.go.id
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dan dalam implementasinva kinerja lintas sektor perlu ditingkatkan guna
mendorong kualitas tata ruang di Indonesia.

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, terdiri atas 17.504 pulau
vang terbagi menjadi 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota madya, 7.094
kecamatan, 8.480 kelurahan dan 74.957 desa® Jumlah pulau terbanvak
dimiliki oleh Kepulauan Riau vang mencapai 2,408 pulau dan Papua Barat
dengan 1.945 pulau serta Maluku Utara dengan 1.474 pulau. Indonesia
sebagai negara kepulauan memiliki ruang darat seluas 1.922.570 km?, ruang
laut seluas 3,25 juta km? dan 2,55 juta km? adalah Zona Ekonomi Eksklusifl
{74,3% luas total).

Di masa mendatang, tata rtuang perlu untuk menyvinergikan
pengembangan pulau-pulau yang terbagi dalam wilayah administratil untuk
menjadi  kawasan vang aman dan nyaman bagi pengembangan dan
perlindungan kawasan pulau-pulau kecil seperti vang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil. Konsep membangun dari pinggiran, sesuai prioritas
pembangunan tahun 2015-2019 telah memunculkan istilah kawasan 3T
(Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sebagai Kawasan vang harus dilengkapi
dengan tata ruang vang berkualitas untuk dipromosikan dalam pembangunan
nasional.

Pada tahun 2015, sejumlah 25 provinsi dari total 34 provinsi telah
menetapkan Perda RTRW, 329 kabupaten dan 84 kota telah menetapkan Perda
RTRW.7 Sampai dengan Oktober 2019, Pemerintah telah menetapkan 34 RTRW
Provinsi dari 34 provinsi {100%]), 399 RTRW Kabupaten dari 415 kabupaten
(96,15%), dan 90 RTRW Kota dari 93 kota (96,70%), Progres capaian Peraturan
Daerah RDTR per Bulan Oktober mencapai 54 RDTR Kabupaten/Kota (2,93%)
dari target total 1.838 RDTRS,

Potensi tata ruang di Indenesia diharapkan mengakomodasi kondisi
wilayah Indonesia yang rawan bencana, Potensi tata ruang yang lain tentunya
diharapkan mampu  melindungi  jumlah  penduduk Indonesia yang
beraglomerasi di perkotaan yang sarat dengan investasi pembangunan. Salah
satu  Standar Nasional Indonesia (SNI 1726:2012) tentang Tata Cara

* Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Persevintahan
“https:/ fwww bappenas goad /files fkapjan-

tep/ Kagian_Penyoasunan_Materi Telous_Pedoman_Sinkronisas_Rencana_Tata_Rusng dan_Rencana Pembanginan.pdf
* Status RTRW Propinsi/Kahupaten {Kota Seluruh [ndonesia, 2019, Dinen Tata Rusng Kementerian Agrana dan Tata
Ruang/!Badsn Pertanshan Nasional

www.peraturan.go.id
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Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan
Non-Gedung, merupakan dokumen yvang mengatur secara mikro Kriteria
pembangunan gedung tahan gempa. Sementara itu, Rencana Detail Tata
Ruang, berpotensi secara makro menentukan site and location yang sekiranva
berpotensi terancam oleh ancaman gempa,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penvusunan tata ruang perlu
memperhatikan ketersediaan data pendukung vang berlaku horizontal yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Rencana Kerja
Pemerintah. Dokumen lain  vang diperlukan yang memuat data untuk
perencanaan ruang meliputi ketersediaan informasi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS), Kajian Kawasan Rawan Bencana (KRB), dan Rencana
Penanggulangan Bencana, Rencana Induk Kawasan Wisata Geo-Heritage.
Sclain  itu Tata Ruang yang memiliki fnput  data/informasi  yang
terstandardisasi diharapkan mendorong proses “Ease of Doing Business’
(EoDB) vang terbuka dan terpercaya, baik dalam hal proses maupun
substansinya. Dalam lima tahiun ke depan ditetapkan peningkatan kemudahan
investasi (Registering Property) dalam FEoDI3 dengan target peringkat 40 dengan
skor sebesar 78 dapat tercapai apabila rencana tata ruang yang berkualitas
dapat dipenuhi pada Tahun 2024. Kemudahan proses penyusunan tata ruang
diikuti dengan pemanfaatan Decision Support System berbasis E-Planning
System dan Geo Portal, yang sudah melembaga di setiap provinsi dan
kabupaten/kota.

Dukungan penataan ruang dan pertanahan akan sangat diperlukan
pada konsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk
pembangunan, khususnyva pada pembangunan infrastruktur vang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial secara berkelanjutan sampai dengan
akhir tahun 2019. Fokus pembangunan infrastruktur telah digunakan untuk
pembangunan konstruksi/pelebaran jalan sepanjang 2.007 kilometer,
pembangunan bandara baru mencapai 4 unit, jaringan irigasi mencapai
162.000 hektar, pembangunan dan rehabilitasi jembatan mencapai 27.067
meter, penyelesaian dan pembangunan rel kereta api mencapai 415,2
kilometer, sementara bendungan mencapai 48 unit.” IJi masa mendatang,

tuntutan terhadap ketersediaan ruang tentunya tidak hanya merambah

*hirps [ fwww kemenkeu goad faphn2019

www.peraturan.go.id
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permukaan ruang, namun hingga pada bagian di bawah permukaan
(sub-surface), seperti vang telah dilakukan di Jakarta, dengan adanva
pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) vang
melibatkan eksplorasi di bawalh permukaan tanah,

2) Potensi Pertanahan

Luas daratan di Indonesia adalah 1.922.570 kmZ, dari total scluas
5.180.053 km? (total daratan dan perairan).!' Indonesia merupakan negaa
yvang cukup unik di dunia dikarenakan adanyva dua sistem pengelolaan tanah
vaitu tanah di luar kawasan hutan dan tanah di dalam kawasan hutan.
Daratan Indonesia didominasi oleh tanah hutan (kawasan hutan) yvang
mencapai 67% dan 33% sisanyva merupakan tanah nonhutan vang tersebar
dalam 5 gugusan pulau/kepulauan besar vaitu Sumatera, Kalimantan
Sulawesi, Papua dan Jawa.!! Konsentrasi jumlah penduduk terbesar sebesar
57% atau populasi 145,1 juta orang terdapat di Pulau Jawa'!? berdasarkan
hasil Survel Pertanian Antarsensus (SUTAS)'® apabila dihitung rata-rata
ketimpangan penguasaan tanah per Kapita secara nasional angkanya adalah
0,5 hafkapita. Begitu pula dengan data Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian't dalam Rapat Kerja Nasional KLHK 2017 rata-rata kepemilikan
lahan per kapita vaitu 0,6 ha/kapita, memberikan indikasi bahwa ada
ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Di sisi lain kebutuhan tanah untuk pertanian, ketahanan pangan dan
perkebunan memerlukan penambahan tanah yang harus dihitung secara
seksama dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian, Luas tanah pangan
saat ini sekitar 15,35 juta hektar. Angka ini jika digunakan untuk memenuhi
kebutuhan  pangan  selurult penduduk  Indonesia  (total 268  juta  jiwa
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, dengan asumsi tiap
orang memerlukan kecukupan tanah pertanian pangan 1.000 m?2/tahun) maka
diperlukan luas lahan 26,8 juta hektar. Berdasarkan data dari Direktorat
Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, luas lahan pertanian saat ini

10 Badan Informan: Qeospasial, 2019,

! Pemaparan dalam Rapat Kesja Nasional KLHK 2017, 2 Agustua 2017 aleh Kementenan Koordinator Bidang
Perelkanomuan {2017)

17 Pemaparan dalam Rapat Kena Nasional KLEHK 2017, 2 Agustus 2017 oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekanomian (2017).

1% Hamil Surver Pertaruan Antar Sensus (SUTAS), BPS {2018).

* Pemaparan dalam Repat Kerja Nasgional KLHK 2017, 2 Aguatus 2017 aleh Kementenan Koordinator PBidang
Perekanonuen (2017).

www.peraturan.go.id
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adalah 7,4 juta hektar, Sedangkan lahan sawah terverifikasi terhadap data
pertanahan hingga akhir tahun 2019 adalah 3.101.478 hektar yang dilakukan
melalui verifikasi dan klarifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan
di 8 Provinsi (£ 59 Kabupaten/Kota). Luas lahan tersebut berkurang rata-rata
150.000 - 200.000 hektar per tahun karena adanya alih fungsi lahan menjadi
nonpertanian,

Berdasarkan paradigma pengelolaan pertanahan global, setiap negara
akan berurusan dengan tata kelola vang mencakup proses-proses yang terkait
dengan penguasaan tanah (land tenure), nilai tanah (land value), penggunaan
tanah (land use) dan pengembangan tanah (land development). Dalam hal ini
tata-kelola pertanahan mencakup hal-hal yang tercakup dalam Gambar 5.5
Salah satu prasyarat penting adalah organisasi dan tata kelola informasi
pertanahan berbasis bidang tanah (persil) vang handal. Inovasi pengelolaan
informasi pertanahan yvang dilakukan di Lithuania, Korea Selatan, Rwanda dan
Kerajaan Inggris telah berhasil meningkatkan secara dramatis keberhasilan
reformasi pertanahan dan peningkatan kemudahan berusaha.'® Terciptanya
empat fungsi administrasi pertanahan tersebut, akan menjamin terwujudnya

pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan.!?

5 Enemark, Stig, Robin Mclaren, Paul van der Molen. 2010, Land Governance m Support of The Millenninm
Development Goals A New Agenda for Land Professionals. FIG Publication No. 43, Coegenhagen: loternational
Federation of Surveyor (FIG)

1* Hilhorst, Dorothea Huberta Maria; Meumier, F., 2015, How Innovations i Land Adminsstration Reform  Improve
on Domg Business, nternational Benk for Reconstruction sand Develogment [ The World Bank, World Banl,

7 Hennett, R, Wallace, J., Williemson, LP., (2008}, A framework for mapping and m ing land i - Survey

a ol
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Gambar 5 : Tujuan Tata Kelola Pertanahan

Berbagai bentuk pembangunan fisik dan infrastruktur yang telah dan
sedang dilaksanakan saat ini, sering kali berkaitan dengan masalah
ketersediaan tanah. Hal tersebut menimbulkan dinamika terkait penggunaan
tanah yang kemudian menyadarkan kembali tentang pentingnya memahami
nilai tanah. Tanah memiliki dua karakter utama yaitu sebagai komoditas dan
sebagai objek yang tidak bergerak (immobile), sedangkan nilai (value) dalam
ekonomi, adalah suatu ukuran penghargaan atas sesuatu yang dapat disimpan
atau dipertukarkan melalui mekanisme pasar. Isu lain yang menyebabkan
harga tanah berada di atas harga keekonomian adalah isu ketidaksempurnaan
informasi. Dalam hal ini, transparansi terhadap informasi nilai tanah menjadi
salah satu isu penting yang direkomendasikan untuk meningkatkan indeks
kualitas Administrasi Pertanahan dalam pemeringkatan Ease of Doing Business
{EoDB) oleh Bank Dunia. Transparansi terhadap informasi nilai tanah dapat
menekan terjadinya praktik spekulasi harga tanah. Dalam hal ini pemerintah
dapat mengintervens: pasar dengan cara menyediakan informasi terkait nilai
tanah,!®

I* Terkait dengan su distrbusi, pemerintah dapat melakukan mnderyvensi harga untuk memastikan bahwa lahan yang
tersodia cukup untuk memenuhl kebutuhan dasar pepduduknya, baik darl sisi lnasan maupun ketegangkuannya,
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1.2.2. Permasalahan dan [su Strategis

1) Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Rencana Strategis

Pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan adanya pengaturan
dan pengelolaan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yvang bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Hasil evaluasi Rencema Strategis Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 digunakan sebaga
acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan perbaikan kinerja Tahun
2020-2024. Kinerja periode Tahun 2020-2024 akan diselenggarakan dengan
mengoptimalkan mandat pengelolaan bidang agrana/pertanahan dan tata
ruang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
33 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.

Berdasarkan FEvaluasi Renstra Kementerian Agraria dan Tata
RuangfBadan Pertanahan Nasional Tahun 2014-2019, beberapa permasalahan
yang harus direspon dan diselesakan dalam lima tahun ke depan dijelaskan
pada Gambar 6 di bawah:

. Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Rencana Strategis

Kemaentarian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanshan Nasional Tahun 2015-2019
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Gambar 6 : Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Renstra Kementerian
Agrana dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019

www.peraturan.go.id



2020, No.1792 16

2) Permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang

Ruang dan tanah merupakan dua objek vang saling berkaitan dalam
konteks penyvelenggaraan penataan ruang dan pertanahan. Isu strategis vang
muncul terkait *backlog® tata ruang, juga bertautan dengan isu sinkronisasi
antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan tanah.
Pada 2019, capaian Peraturan Dacrah tentang Rencana Rinci Tata Ruang dan
Rencana Detail Tata Ruang hanva mencapai 2,93% (54 Kabupaten/Kota) dari
total 1.838 dokumen yang ditargetkan. Sementara itu Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi tercapai 100% (10 RTRW Provinsi) dan 91,67% (110 RTRW
Kabupaten), dan 91,18% (34 RTRW Kota). Permasalahan “backlog” tata ruang
detail ini  tentunya menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan berbagai pendekatan, mulai dari
percepatan bisnis proses tata ruang, peningkatan kualitas sumber daya
manusia pendukung di daerah, serta program pendampingan/asistensi tata
ruang vang lebih intensif disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan
kriteria (NSPK) yvang ditentukan.

Backlog rencana tata ruang berimplikasi terhadap pemanfaatan ruang,
dimana masih maraknyva Kkegiatan pemanfaatan ruang vang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan lainnyva.
Berdasarkan hasil Audit Tata Ruang tahun 2015-2019, terdapat 3.900 indikasi
pelanggaran pemanfaatan ruang. Permasalahan tersebut menjadi fokus
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam lima
tahun ke depan melalui penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan
ruang termasuk pengendalian alih fungsi lahan sawah seperti yvang telah
ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah serta penegakan hukum bidang
pendtaan ruang,

Faludi (2000), menegaskan bahwa agar tata ruang tercapai, maka
diperlukan mekanisme evaluasi oleh lembaga vang memiliki peran di bidang
ruang dan pertanahan, serta lembaga tersebut memiliki Kemampuan untuk
mengoordinasikan  secara  horizontal  maupun  vertikal  kebutuhan
pengendaliannya.!'?  Sinkronisasi vang dimaksud mengacu pada kualitas

substantif, skala dan lokus dalam perencanaan, pemanfaatan dan

YA, Faludi, 2000
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pengendaliannya. Kualitas tata ruang menurut Albrechts (2004)%° adalah
mengupayvakan integrasi antar ruang, agar pemilihan lokasi, intensitas, pola,
struktur, volume serta fungsi berjalan secara harmoni dan berkelanjutan.
Kegagalan  teori  (theoretical pitfall) yang sering terjadi  adalah  proses
perencanaan tata ruang tidak berjalan transparan, disesuaikan dengan
kepentingan vang dinamis, schingga proses bisnisnya terganggu.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang mengamanatkan adanya integrasi kerangka pengurangan risiko
bencana, vang menuntut pembaharuan capaian kKuantitas dan kualitas tata
ruang di setiap skala cakupan perencanaan., Hingga saat ini, upaya
peningkatan kuantitas dan kualitas tata ruang, baik dalam skala rencana
provek pembangunan ataupun skala rencana ruang strategis, telah dilengkapi
sistem basis data, seperti GISTARU, meskipun sistem ini belum dirancang
sepenuhnya untuk saling mengoreksi validitas dan akurasi implementasinya.
Sebagai contoh: jumlah kabupaten/kota hingga zona khusus vang dilengkapi
oleh tata ruang berbasis informasi risiko bencana belum dapat dilacak dengan
baik, Oleh karena itu permasalahan rendahnya pemenuhan kuantitas dan
kualitas ruang dan pertanahan berikut mekanisme sinkronisasi pemanfaatan
dan pengendaliannva perlu digarisbawahi dalam peningkatan kinerja lembaga
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Guna mencapai tata ruang vang terukur keberhasilannya, diperlukan
suatu media keterukuran yang dapat disepakati olch semua pihak. Media
keterukuran ini terkait dengan akumulasi capaian dalam hal perencanaan,
pemanfaatan hingga pengendaliannya dalam kontcks sinkronisasi kuantitas,
kualitas serta lokus dan skala vang akan ditargetkan. Kuantitas perencanaan
diharapkan mencapai 100% agar mengindikasikan jumlah ketercukupan
kelengkapan dokumen rencana di semua kabupaten/Kota hingga nasional.
Pemanfaatan ruang dan tanah vang mencapai 100% mengindikasikan
kesesuaian  pemanfaatan yvang diacu suatu  dokumen rencana terhadap
dokumen rencana lainnyva, dan pemanfaatan eksisting. Pemanfaatan
membutuhkan detail capaian persentase kesesuaian terhadap rencana, dan
kesesuaian terhadap hak, tanggung jawab, serta batasan vang melekat pada
sertipikat vang diterbitkan. Sementara itu, pengendalian, dalam hal ini

mengacu pada ketercapaian 100% dari seluruh total ruang atau tanah yang

WL Albrecins, 2004
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perlu dikendalikan terhadap total luas ruang atau tanah yang terindikasi perlu
pengendalian hak atas tanah, misal: indikasi total tanah terlantar, tanah
dengan hak guna usaha habis, hak atas pelepasan sebagian tanah dan
indikasi pengendalian pemanfaatan lahan baku sawah guna mendukung
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)?! dan masih banyak lagi.

Sementara itu, dengan adanya capaian terhadap kuantitas, perlu adanya
sinergi dalam hal lokus. Lokus perencanaan vang saat ini diterapkan terbagi
menjadi lokus rencana berskala nasional dan lokus rencana yvang berskala
lokal (daerah). Perencanaan dengan objek kajian berskala nasional periu
dievaluasi pemanfaatan dan pengendaliannya dalam batasan lokus yang sama,
begitu pula dengan lokus lokal (daerah). Turunan data yang diharapkan adalah
dokumen rencana tata ruang skala nasional telah dievaluasi pemanfaatan dan
didetailkan pengendaliannya dengan indikator berupa luasan atau fungsi
ruang/lahan yang sesuai/tidak sesuai dengan peruntukannva. Oleh karena
itu, kegiatan pemanfaatan dan pengendalian rang dan pertanahan
dilaksanakan sccara utuh/komprehensif dan tidak secara parsial tematik
tertentu.

Berdasarkan pemetaan evaluasi dan data eksisting, isu strategis bidang
tata ruang saat ini adalah “Rendahnya Kepastian & Ketaatan dalam Penataan
Ruang” (Gambar 7):

Y Undeng-Undang Nomor 41 Tabun 2000 tentang Perfindungan Lahan Pertasnan Pangan Barkelamyutan
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Gambar 7 : Isu Strategis Penataan Ruang yang Bersumber dari Rendahnya
Kepastian dan Ketaatan dalam Penataan Ruang

Berdasarkan aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang, rendahnya kepastian dan ketaatan terhadap tata ruang disebabkan
cleh beberapa faktor berikut:

1. Tumpang tindih regulasi tata ruang. Cakupan cbjek penataan ruang di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
melibatkan dua aspek, yaitu tanah/lahan sebagai satuan unit mandiri, dan
tanah/lahan sebagai satuan yang saling terkait dan melibatkan berbagai
sektor yang disebut dengan ruang. Tata ruang dalam hal ini dituntut untuk
dapat mengakomedir penggunaan tanah/lahan (Land Use) di tingkat detail
di seluruh Indonesia yang akan mendukung pembangunan tanah/lahan
{Land Developmenf. Konflik kepentingan yang tinggi bertemu dengan
peraturan atau regulasi tata ruang yang belum berimbas atau berdampak
pada proses pemanfaatan ruang untuk semua pihak. Salah satu konflik
yang rutin muncul adalah arah perencanaan yang mengacu pada dukungan
kemudahan investasi dan berusaha, namun belum optimal memberi

dukungan perlindungan sosial dan lingkungan.
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2. Kewenangan tata ruang yang terbagi. Kewenangan penvusunan rencana
tata ruang tidak hanya berada di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun juga di Pemerintah Daerah
(RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan RDTR). Artinya, seluruh proses dari
penvusunan hingga menjadi Peraturan Daerah menjadi tanggung jawab
beberapa  pihak, Upaya yang perlu  dilakukan untuk meningkatkan
komitmen dan pencapaian proses oleh semua pihak, diperlukan detail
panduan, contoh: NSPK Penataan Ruang agar lengkap memberikan
dampingan bagi semua pihak dalam perencanaan hingga pengendalian
ruang dan tanah.

3. Kompleksitas sistem tata ruang. Kompleksitas sistem tata ruang ditengarai
bermula dari proses penyusunan perencanaan. Perumusan perencanaarn
masih menghadapi tantangan konsistensi rencana tata ruang terhadap
dokumen rencana lainnya, schingga kualitas oufput perencanaan masih
perlu pendampingan quality assurance yang kontinu. Seiring dengan
dinamika ruang, pemanfaatannya pun tidak sclalu sclaras dengan
perencanaan, sehingga konflik  pemanfaatan  ruang  membutuhkan
pengendalian. Permasalahan pemanfaatan ruang vang tidak sesuai rencana
menyisakan permasalahan yang perlu ditangani di lapangan.

4. Rendahnya kualitas substansi tata ruang. Rendahnva jumlah produk tata
ruang detail (RDTR) sebesar 2,93% dari total 1.838 dokumen target tata
ruang detail selama kurun waktu 5 tahun, telah coba ditangani dengan
strategi pendampingan, dukungan data dan infrastruktur, asistensi
bantuan teknis kepada institusi di daecrah agar mempercepat proses
penyvusunan tata ruang detail. Namun demikian selain rendahnva capaian
(completeness), terdapat permasalahan dalam hal kualitas (quality),
misalnya saja kepatuhan dalam menggabungkan informasi pola ruang
terkait area kawasan dan budidaya serta tematik (misalnva Kkawasan

lindung, bahaya/berbasis mitigasi risiko bencana, dan kekumuhan),

o

. Belum tersedianyva  sistem  terpadu  untuk mendukung pelaksanaan
pengendalian  pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang
memegang amanah yang penting dalam era perencanaan pembangunan “by
process’” saat ini. Ketegasan dalam pemberian “stick and carrot”

# Perencanaan by process” mengindikasikan proses perencansan yang tidak dimulai dan keadisi ideal. Artinya
kondisi perencanann yang sudah berjalan sesuai proses den terkadang di luar predikai perkembangan produk
perencanann schelumnysa,
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(insentif disinsentif) dalam pengendalian tata pemanfaatan tanah dan ruang
terhadap pola ruang sudah menjadi hal vang lavak untuk dilakukan.
Kendala terbesar dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
kurangnya transparansi dan sharing mechanism produk tata ruang,
perizinan dan administrasi pertanahan. Sumber dari kendala ini antara lain
belum  terciptanya  interoperabilitas data ruang dan data pertanahan.
Interoperabilitas menjadi prasyarat penting untuk menerapkan standar
global terkait digitalisasi informasi, transformational governance, dan
dukungan terhadap tujuan pembangunan  berkelanjutan  (sustainable
development goals).

. Belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara
lengkap. Pengendalian pemanfaatan ruang perlu  didukung dengan
penvusunan instrumen vang dapat dijadikan acuan dan jaminan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen
lengkap pengendalian pemanfaatan ruang vang dimaksud berupa peraturan
zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan
sanksi. Hingga saat ini proses implementasinyva di lapangan terkendala oleh
minimnya Kketersediaan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan
ruang. Penerapan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang
terutama dibutuhkan untuk Kawasan-kawasan Proyek Strategis Nasional,
Kawasan Perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perkotaan, dan
Kawasan tematik lainnya. Pemantauan dan Evaluasi pemanfaatan ruang
vang dilakukan berdasarkan RTR Pulau dan RTR KSN. Pengendalian
pemanfaatan ruang dilaksanakan pada kawasan sckitar SDEW dan lahan
sawah serta kawasan tematik lainnya.

. Belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang.
Salah satu hal penting dalam pelaksanaan rencana tata ruang adalah
proses penegakan hukum. Banyak ditemukan indikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang vang perlu ditindaklanjuti. Penertiban pemanfaatan
ruang perlu dilaksanakan dengan konsisten untuk mewujudkan kepastian
hukum pemanfaatan ruang. Banvaknya kasus sengketa dan konflik
penataan ruang dan belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran
pemanfaatan ruang menjadi salah satu isu strategis. Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah secara jelas dan tegas
mengatur pemberian sanksi administratif (Pasal 62-66) dan sanksi pidana
(Pasal 69-75). Hal vang dibutuhkan adalah penegakan hukum agar rencana
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tata ruang yang telah ditetapkan dapat terimplementasi dengan baik dan

pelanggaran pemanfaatan ruang dapat diminimalisir untuk menuju tertib

ruang.

Menanggapi  isu  strategis  tersebut, Kementerian  Agraria dan  Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional segera menjamin terwujudnya kepastian
dan ketaatan pemanfaatan ruang sceara menyeluruh di Indonesia,  Di samping
itu, pelaksanaan Penatagunaan Tanah (PGT) vang selama ini dilakukan belum
terintegrasi  dengan pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang. Integrasi
Penatagunaan Tanah (PGT) dan penataan ruang berpotensi mendukung
percepatan pemenuhan kelengkapan (completeness) dan kualitas (quality)
penataan ruang, khususnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di
daerah. Aspek pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang juga berpotensi
untuk dapat dilaksanakan secara efisien guna merepresentasikan salah satu
peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

secara nyata dalam penataan tanah dan ruang.

3) Permasalahan dan Isu Strategis Pertanahan

Dengan lahirmya Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1967 vang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)
setelah adanva Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, maka terdapat dua rezim pengaturan terkait penguasaan
{tenurial) dan pemanfaatan sumber daya lahan atau pertanahan di Indonesia.
Di dalam kawasan hutan legalitas pemanfaatan tanah adalah melalui izin dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan di luar kawasan
kehutanan, atau vang disebut dengan Area Penggunaan Lain
(APL/nonkawasan hutan) administrasi pertanahan merupakan kewenangan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sekalipun
terdapat  dual system namun peraturan  perundang-undangan masih
memungkinkan swap (saling tukar - menukar: kawasan menjadi nonkawasan
dan sebaliknya). Kawasan hutan beralih menjadi APL dengan mekanisme
pelepasan kawasan, sedangkan APL dapat menjadi kawasan hutan lewat

mekanisme tukar menukar kawasan atau penetapan.
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Fakta dual system di atas berimplikasi pada peliknya penyelesaian
persoalan  tenurial di Indonesia karena ketidakpastian hukum  terkait
pengakuan penguasaan lahan/tanah oleh pihak vang memerlukan penguasaan
lahan (sementara} dan atau masyarakat. Setidaknya sampai dengan tahun
2018, terdapat 9,2 juta rumah tangga atau 37,2 juta orang yang bermukim di
sekitar kawasan hutan dengan lebih dari 25.800 desa yang berbatasan/di
dalam kawasan hutan.??® Sebanyak 1,7 juta tergolong scbagai rumah tangga
miskin, Hal ini yang membuat angka ketimpangan penguasaan tanah menjadi
besar (Gambar 8).

Gambar 8 : Domain Medel Penguasaan Lahan di Indonesia (Undang-Undang
Kehutanan dan Undang-Undang Pokok Agrara)
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Sampai dengan saat ini isu ketimpangan masih menjadi isu besar,
Sebagai contoh, data kepemilikan tanah dengan sertipikat Hak Guna Usaha.
Diketahui bahwa penguasaan 7,5 juta hektar dari total sekitar 9 juta hektar
tanah HGU hanya dimiliki oleh sekitar 2,750 dar 13.450 perorangan dan
badan hukum yang tercatat sebagai pemilik tanah Hak Guna Usaha.?? [su
peralihan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi nonpertanian belum juga
dapat dipecahkan secara kolaboratif (misalnya antara Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, serta
Pemerintah Daerah) sehingga 67 juta hektar luas tanah di luar kawasan, luas
lahan pertanian hanya berkisar 8 juta hektar?s dan memiliki kecenderungan
terus menurun dari tahun ke tahun sementara jumlah penduduk Indonesia
terus bertambah.

= EPS. 2020, dentifikesi den Analisis Deaa di Sekitar Kmwasan Hutan Berbasis Spasial Tahun 2019, Jakarta
#* Pusdatin Kementerian Agrana dan Tata Buang/Badan Pertanahan Nasional, Data PTSL Tabun 2018 (2019)
* Kementerian Pertanian, Statstik Lahan Pertamsn 2012 - 2016 (2019)
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Salah satu agenda untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah
adalah melalui Reforma Agraria. Reforma Agraria memiliki dua bentuk vaitu
legalisasi aset dan redistribusi tanah. Capaian Reforma Agraria yang
diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019, hingga akhir tahun 2019,2° antara lain:

(1) realisasi penerbitan sertipikat tanah transmigrasi sebanyak 56.941 bidang
atau seluas 57, 169 hekuar;

(2) legalisasi tanah masyarakat melalui PRONA & Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) dengan realisasi sertipikat sebanyak
17.670.963 bidang atau seluas 4.476.692 hektar;

(3} redistribusi tanah vang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis dan
tidak diperpanjang atau diperbaharui, tanah terlantar dan Tanah Negara
lainnva dengan realisasi sebesar 1.666.319 bidang atau seluas 795.158
hektar;

{4) redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dengan realisasi
penerbitan sertipikat 47,116 bidang atau seluas 32.753 hektar.,

Redistribusi  vang sudah dilakukan belum  mencapai target vang
ditetapkan. Redistribusi terhadap tanah eks tanah HGU sebesar 400 ribu
hektar dan redistribusi vang berasal dari pelepasan hutan itu sebesar 4,1 juta
hektar masih cukup sulit dilaksanakan karena konflik batas dan konflik
kepentingan. Beberapa permasalahan yang mendasar adalah :

(1) Saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukt
kepemilikan formal seperti sertipikat dan bukti-bukti dasar penguasaan,
rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari
pihak-pihak lain, Tanah-tanah berkonflik akibat belum jelasnya status
kepemilikan tidak dikelola untuk menghindarkan risiko sehingga menjadi
tidak produktif,

(2) Absennya kepastian kepemilikan tanah mendatangkan biaya tambahan
untuk  mendapatkan  keamanan  dalam  pemanfaatannya, schingga
penguasaan dan pemilikan tanah dengan dasar hukum adat memerlukan
kepastian formal agar memiliki kekuatan sebagaimana ketentuan yang
berlaku.

Terkait penguasaan tanah oleh masvarakat, menurut hasil penelitian

vang dirilis oleh Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata

" Rencena Pembangunsn Jangka Menengah Nasmonal Tehun 2015-2019
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Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun
2019, saat ini ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di
Indonesia berada pada angka 0,49 yvang berada pada kategori merata sedang,

Secara agregat, berdasarkan capaian tersebut penerbitan sertipikat
tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan
masih  memerlukan perhatian lebih karena capaiannva masih rendah.
Pencapaian paling rendah terjadi pada Tanah Objek Reforma Agraria {TORA)
vang berasal dari kawasan hutan.

Belum lagi, persoalan mendasar vang telah dihadapi sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria adalah belum jelasnva regulasi dan rendahnya implementasi
penatausahaan tanah-tanah ulayat. Dalam periode renstra sebelumnya (2015-
2019), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
mengeluarkan regulasi terkait hak ulayat vang menghasilkan ketidakjelasan
hukum. Ketidakjelasan berasal dari penyamaan antara hak komunal dengan
hak ulayat/tanah ulayat, Karena alasan itu, pada tahun 2019 regulasi tersebut
dicabut dan digantikan. Sekalipun demikian, sampai tahun 2020, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan hak
komunal seluas 19.468,47 hektar kepada 6 komunitas dengan rincian 4 dari
Papua Barat dan 2 dari Jawa Barat. Masyarakat yang tinggal di wilayah adat
sebagian besar masih bertumpu pada hasil kebun, ladang, dan hutan sebagai
mata pencaharian.

Konflik dan potensi sengketa pertanahan masih sering muncul dan
belum terantisipasi dengan baik, Sengketa tanah vang tercatat di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sampai saat ini terdapat
8.959 kasus: 56% sengketa antarmasyarakat dan 15% sengketa antara badan
hukum dengan Perseroan Terbatas (PT) dan BUMN.?7

Ketiadaan  sertipikat  kepemilikan  tanah  tidak  hanya membuat
masyarakat sulit memperoleh akses ke lembaga keuangan formal, namun juga
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta
konflik. Sampai dengan saat ini, menghadirkan jaminan Kkepastian dan

perlindungan hukum hak atas tanah masih menjadi tugas besar yang harus

T Pernyatsan Menten ATR/ BPFN Sofyan Djalil dalam kutipan Berita portal online
hiwga:/ / economy.ckezone . comy raad 2019/ 05/ 03/ 470/ 105107 3/ ada- 8959 sengheta-lohen-terhanyelc-konflik- mntar
nsesyaraiat (3 me 2019)
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segera diselesaikan oleh pemerintah., Oleh sebab itu, pemerintah perlu
mempercepat penuntasan pendaftaran bidang tanah di wilayah Indonesia,
termasuk bidang-bidang tanah yvang dikuasai dengan hak ulayat. Saat ini,
pemerintah memiliki target untuk menuntaskan pendaftaran seluruh bidang
tanah yvang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2025. Dalam konteks
kesetaraan  gender  dalam  penguasaan  tanah sesuai dengan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals
{(SDGs), khususnya Goal ke 5 yaitu equal tenure rights for women, dari data
vang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional sampai dengan tahun 2019 terdapat 40.932.246 orang vang terdaltar
di sertipikat dengan proporsi laki-laki sebesar 54% dan perempuan 46%. Pada
tahun 2019, terdapat sekitar £ 43.000.000 bidang tanah vang belum terdaftar
atau sekitar 31,41% dari seluruh bidang tanah di Indonesia.?® Selain itu,
mempercepat penuntasan pendaflaran bidang tanah, penanganan sengketa,
konflik dan perkara tanah dan ruang perlu diperkuat untuk memperkuat
tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan kepastian dan perlindungan
hukum hak atas tanal.

Isu lainnva terkait penguasaan hak atas tanah antara lain tanah vang
sudah diberikan hak atas tanahnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh
pemegang hak sesuai dengan peruntukan dalam Kkeputusan pemberian
haknya. Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya pengendalian dan
penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.
Penelantaran tanah yang terjadi di pedesaan dan perkotaan dapat
menghilangkan manfaat ckonomi dan pelanggaran terhadap kewajiban yang
harus dipenuhi para pemegang hak atau pihak vang memperoleh hak maupun
dasar penguasaan tanah. Ketidaktersediaan tanah-tanah vyang siap
dikembangkan merupakan salah satu akar masalah cukup rumit di bidang
pertanahan. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai
program pembangunarn, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi
sosial. Masalah lain vang muncul adalah tertutupnya akses sosial-ekonomi
masyarakat, khususnya akses petani pada tanah pertanian. Meskipun indikasi
adanya tanah terlantar tinggi namun penanganan dan penctapan tanah
terlantar tidaklah mudah. Selama kurun waktu 2015-2019 Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan 36 SK

® hups: { fwww strbpo goad / Beritaf Seran-Persf mup-capawan kinena-reforma-sagraria- 93001
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Tanah Terlantar (seluas 23.731,57 ha), dengan 6 SK (scluas 5.529,51 ha)
digugat di pengadilan.

Selain hasil dan penetapan penanganan tanah terlantar, ketersediaan
tanah yang dapat dibagikan kepada buruh tani dan petani gurem, juga
disebabkan oleh penertiban atas tanah-tanah bekas hak, tanah absentee, dan
tanah kelebihan maksimum. Tanah-tanah bekas hak memunculkan masalah
karena bekas pemegang haknva mengklaim masih  berhak untuk
memanfaatkan atau menggunakan tanah tersebut dengan alasan masih
memiliki hak Keperdataan, Sementara ita, peraturan perundang-undangan
mengenai  tanah absentee dan Kkelebihan maksimum  hampir tidak
dilaksanakan.

Dampak redistribusi tanah dapat dirasakan langsung oleh masvarakat
khususnya petani dalam bentuk tambahan skala ekonomi atas tanah yang
dapat diolah untuk meningkatkan hasil pertanian, selain tentunya masyarakat
petani mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanahnya. Di sisi
lain, peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas lingkungan juga dapat
dilakukan melalui kegiatan Konsolidasi tanah, Manfaat yvang dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat peserta konsolidasi tanah adalah meningkatnyva
kualitas lingkungan tempat tinggalnya, terbukanya akses tanah pada jalan,
tersedianva tanah bagi pembangunan fasilitas umum/fasilitas sosial, serta
peningkatan harga tanah pada lokasi tersebut.?®

Meskipun pertanahan bukan merupakan sektor dari Produk Domestik
Bruto (PDB), pengelolaan pertanahan sangat penting dalam mendukung
seluruh sektor ckonomi vang ada di dalam sebuah perckonomian. Secktor
pertanian, manufakour, hingga jasa memerlukan input produksi berupa lahan,
schingga pengelolaan administrasi pertanahan yang efisien dan berkualitas
sangat penting untuk memastkan bahwa proses produksi di seluruh sektor
ekonomi dapat terjadi dengan efisien. Kondisi tersebut menjadikan
administrasi pertanahan berfungsi sebagai enabler, schingga sccara teoretis
dan empiris, kualitas administrasi pertanahan akan berpengaruh positif pada
besaran investasi. Negara-negara dengan kualitas administrasi pertanahan
yvang lebih tinggi, ceferis paribus, akan memiliki tingkat investasi yang lebih
baik, sebagaimana ditunjukkan oleh pemeringkatan Ease of Doing Business

dimana negara-negara yvang memiliki nilai indeks Administrasi Pertanahan di

™ hnges: [ [ nasional tempo.oo [ resd [ 1141757 ) 4-wshun-relormea- agrans- kesojahtorasn - manyar sdat-menmghar |

www.peraturan.go.id



2020, No.1792 o8-

atas Indonesia (misalnya Malaysia yang memiliki skor kualitas pendaftaran
tanah 26,5 berada di peringkat 12 kemudahan berusaha, sementara Indonesia
mendapatkan skor 15,5 berada di peringkat 73 dalam kemudahan berusaha).50
Investasi inilah yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Potensi pemanfaatan lahan sebagai sumber dava ckonomi belum digali
secara optimal. Lahan adalah sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan
sebagai input produksi. Banyaknva tanah terlantar mengindikasikan lahan
vang ada di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, Pada tahun 2019
jumlah tanah vang terindikasi terlantar adalah sebanvak 3.682 bidang dengan
luas mencapai 968.536,8402 hektar (ATR/BPN, 2019). Selain itu, kepastian
hukum dan nilai juga masih menjadi tantangan vang harus diselesaikan.
Lahan vang memiliki kepastian hukum dan nilai menjadi salah satu
pendukung untuk terciptanya investasi, Dengan didaftarkan dan memiliki
sertipikat, masyarakat dapat menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan
pinjaman atau kredit untuk produksi. Tambahan aktivitas produksi ini
diharapkan dapat menciptakan setidaknya tiga manfaat ekonomi: peningkatan
pendapatan, penverapan tenaga kerja, dan Kenaikan output produksi vang
berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pasar tanah vang efisien dapat memberikan manfaat vang optimum pada
kesejahteraan masyarakat. Saat ini, nilai tanah per meter persegi di Indonesia
lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia, di bawah Filipina dan
bahkan Cambodia.®! Meskipun demikian isu spekulasi tanah masih menjadi
masalah di Indonesia. Keberadaan spekulasi menyebabkan masalah inefisiensi.
Spekulasi menyvebabkan harga transaksi lebih tinggi dari nilai keekonomian
lahan yang bersangkutan. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini dengan
menyediakan nilai tanah secara transparan dengan mempertimbangkan nilai
ekonomi maupun nilai sesial dan budava vang melekat pada masyarakat
setempat. Keterbukaan informasi ini akan menurunkan searching costs (biaya
untuk mencari informasi) dan menciptakan kepastian dan transparansi dalam
administrasi pertanahan yang sekaligus memperkecil peluang terjadinya

korupsi di dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan ruang,®?

Mttpa:) fwww domgbusiness org/ enf rankings Pregion=eant -saia-and-pacific
hittps:/ fwww globalpropertyguide.com ] Asin/ Indonesia f square -meter- prices
¥ hteps:  fglonnet {Land-administration-and - information -2/ #
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4) Permasalahan dan Isu Tata Kelola dan Daya Saing

Atensi dan komitmen dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik
sudah menjadi tuntutan yang wajar di era demokrasi dan keterbukaan
informast publik. Kinerja institusi tidak hanya diukur oleh internal
kementerian/lembaga, tetapi juga diukur oleh institusi independen baik
nasional maupun global. Gambaran umum kinerja tersebut dapat diukur
melalui indikator Ease of Deoing Business tahunan yang dirilis oleh Bank
Dunia. Indeks Ease of Doing Business Indonesia berada di peringkat ke-73 di
antara 190 ekonomi global dalam kemudahan melakukan bisnis dengan skor
67,96 (Gambar 9), Peringkat Indonesia berada di peringkat ke-73 di tahun
2019, Kemudahan berbisnis di Indonesia rata-rata 109,45 sepanjang periode
2008 hingga 2018, mencapai rekor terburuk di peringkat ke-129 di tahun 2008
dan rekor terbaik peringkat ke-72 di1 2017.

Indonesia [

i E |

Gambar 9 : Peringkat Indonesia berdasarkan EoDB dan GCI di lingkup Asia
Tenggara

Di tingkat ASEAN, posisi Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan skor
67,96, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam.
Selain itu, dari Global Competitive Index, Indonesia berada di peringkat ke-4
dengan skor 64,9, tertinggal dibanding Singapura (83,5}, Malaysia (74,4) dan
Thailand (67,5). Terkait dengan pendaftaran properti, skor di Jakarta dan
Surabaya masing-masing 61,81 dan 61,19. Terdapat setidaknya 5 prosedur
dan 25 hari kerja yang diperlukan. Biaya pengurusan properti mencapat 8,4%
dari nilai properti, membuatnya lebih tinggi daripada rata-rata di kawasan
regional yang hanya 4,5%. Secara umum, skor Indonesia juga masih tertinggal
dan Malaysia (peringkat ke-29) maupun China (peringkat ke-27).
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Grafik paningkat indikator Registening Property (Periode Surve) Tahun 2005-2018)

Nuu v MEGISTENING PHOPENRTY
.

{sumber: http:// EcDB.ekon.go.id /indikator- EoDB/ registering-property/f|

Gambar 10 : Tren peringkat EoDB terkait registering property Indonesia dari
tahun 2009 s.d. 2018

Peringkat FoDB vang dicapai Indonesia pada lima tahun terakhir harus
ditingkatkan, khususnya melalui simplifikasi pendaftaran tanah atau properti
(Gambar 10). Pada lima tahun mendatang integrasi sistem pertanahan dan
penataan ruang melalui skema digital menjadi agenda penting yang akan
dipacu untuk mendukung pelayanan publik sektor pertanahan dan tata ruang
vang mendukung naiknya skor EoDB. Diperkirakan integrasi sistem digital ini
dapat meningkatkan skor EoDE menjadi 78 di tahun 2024,

Nilai ekonomi pertanahan dan registering property dalam FoDBE sangat
terkait dengan peningkatan cakupan dan kualitas data dan sistem informasi
pertanahan, yang hingga saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional masih memiliki kendala utama. Untuk menuju ke
digitalisasi lavanan, masih banvak tantangan vang harus diselesaikan.
Rendahnya cakupan peta dasar pertanahan (45,93%)% merupakan salah satu
kendala utama. Untuk menghasilkan peta dasar pendaftaran diperlukan peta
dasar dari akusisi dengan foto udara dan citra satelit resolusi tinggi yang
masif. Untuk mengejar kebutuhan pemenuhan peta dasar tidak dapat lagi

dilakukan dengan cara biasa, terlebih kewenangan pembelian citra satelit dan

= Darektorat Jenderal Infrastruktur Keagranaan, 2019,
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pengadaan data geospasial dasar berada di luar kewenangan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.®*

Kendala lain adalah masih adanya data silo, basis data yang belum
terpadu di lingkungan kementerian maupun pemerintah daerah. Berdasarkan
data dari Sistem Informasi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional vaitu GeoKKP, belum seluruh bidang
tanah tervalidasi baik secara fisik maupun vuridis, Saat ini masih terdapat
lebih dari 30% sertipikat yang perlu divalidasi dan dilengkapi informasi untuk
tujuan multiguna, Prasvarat utama untuk mencapai tata kelola pertanahan
vang unggul adalah tersedianva kadaster {data mengenai representasi bidang
tanal atau ruang berikut informasi terkait penguasaan dan penggunaannya)
dan infrastruktur informasi pertanahan. Tata kelola pertanahan yang baik
mensyaratkan tersedianva informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang
multiguna, vang siap untuk mendukung fungsi administrasi pertanahan dan
penataan ruang® untuk mendukung tata kelola pertanahan vang baik dan
tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dukungan manajemen intermal juga memiliki pengaruh kuat dalam
peningkatan Kinerja pelavanan publik. Institusi vang agile (tangkas) dan
responsif perlu diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sampai tahun
2019, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
memiliki 513 satuan kerja (satker), yang terdiri dari 10 satuan kerja di level
kementerian (pusat dan STPN), 33 Kantor Wilayah (Kanwil) pada level provinsi,
dan 470 Kantor Pertanahan (Kantah) pada level kabupaten/kota, vang
didukung oleh 18.507 ASN. Capaian kinerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pengelolaan keuangan selama S5
tahun terakhir sudah cukup baik dengan penilaian WTP dari hasil audit oleh
BPK, tetapi pada sisi yang lain berdasarkan performance management perlu
ditingkatkan. Mengingat sampai pada tahun 2014-2019 nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih berkisar 60-66, dan
masih perlu dukungan semua lini untuk mendapatkan nilai di atas 80 (A atau
AA).  Indikator yang mewakili manajemen tata kelola pemerintahan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga dapat

dilihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RE), yang mencakup 8 area

Bhitpa:f Lipp.goad | ekanomi/ infr astraktue f 332944 - kegar-target-prsl-ate-bpo-kebut-penyelessaan - peta-dasar-
pertanahan
15 hrtps: | ffig et [resources/ publications [ higpub | pub61 [ Figpubol pdf
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perubahan, di mana sampai pada tahun 2019 capaian Indeks RB baru
mencapai 72,32,

Pengembangan sumber dava manusia (SDM) di bidang agraria dan tata
kelola memiliki aspek strategis dalam mendukung pencapaian pengelolaan
tanah. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya dengan
tata kelola kelembagaan vang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yvang
baik (good governance) dapat tercapai baik dari aspek manajemen operasi
maupun aspek pengendalian internal. Seiring dengan besarnya target vang
diharapkan dalam pengelolaan tanah dan tata ruang, peningkatan kualitas
aparatur serta masyarakat vang dilibatkan seperti juru ukur berlisensi menjadi
sangat penting. Sampai dengan tahun 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN)
menjadi Pejabat Juru Ukur di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional berjumlah 1.691 orang. Berdasarkan Analsis Beban Kerja
(ABK) vang dilaksanakan, dibutuhkan sebanvak 5.939 orang sampai dengan
tahun 2024 untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian dalam bidang

survei dan pemetaan bidang tanah.
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BAB 11
VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN

2.1. Visi Kementerian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Presiden vang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalal :

'\
4 "Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang

Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk
Mendukung Tercapainya : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."
AN 7

Visi tersebut akan menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang

ingin dicapai dalam lima tahun vang akan datang dengan mewujudkan
pengelolaan ruang dan pertanahan dan yang terpercaya dan berstandar dunia
guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayvani
masyarakat menuju “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini secara langsung
sangat relevan dengan 7 Agenda RPJMN  2020-2024  seperti agenda:
“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan vang Berkualitas™ vang
akan dioperasionalisasikan melalui penataan ruang serta pengelolaan  dan
pelavanan  pertanahan, Agenda  “Infrastruktur . untuk  Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sangat bergantung pada
kualitas dan reliabilitas administrasi pertanahan dan tata ruang. Begitu juga
guna memenuhi agenda “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan™ dan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim”, kebijakan pertanahan dan penataan ruang
yang kuat dan berkeadilan sangat menentukan. Agenda “Meningkatkan
Sumber daya Manusia vang Berkualitas dan Berdaya Saing”, akan didukung
dengan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan kegiatan vang terkait dengan
Reforma Agraria dan pemberdayaan, yvang diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan per kapita masyarakat penerima program, sehingga berkontribusi
dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang akan ber impact pada

peningkatan kualitas sumber dayva manusia.
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Irasa “berstandar dunia” dimaknai sebagai penerapan international best
practices dalam upaya-upava: meningkatkan efektivitas manajemen dan mutu
pelavanan tanah dan ruang secara berkesinambungan; meningkatkan
kepercayaan dan kepuasan masyarakal vang berdampak pada peningkatan
manfaat dan kualitas foutput to impact) layanan pertanahan dan penataan
ruang serta pemeringkatan Ease Of Doing Business (kemudahan berusaha)
kKhususnya dari aspek Registering Property.

2.2. Misi Kementerian

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi dengan
uraian sebagai berikut :

Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Preduktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan.

Misi Pertama: Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
vang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalisasikan dengan
berorientasi terhadap  pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup
aspek-aspek: (1) aspek ekonomi: dengan penyvelenggaraan penataan ruang dan
pertanahan yvang produktif; (2) aspek lingkungan: yaitu penyelenggaraan
penataan ruang dan pertanahan yang berkelanjutan; dan (3) aspek sosial:

yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.

Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang
yang Berstandar Dunia.

Misi Kedua : Menvelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang

vang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam
lingkup regional maupun global, serta mendoreong terwujudnya masyarakat

vang semakin sejalitera dan maju.

2.3. Tujuan dan Sasaran Kementerian

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan
target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran
menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek
secara komprehensif. Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun
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dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land
Management Paradigm).

Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan
Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan,
dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, vaitu :

1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
2)  Penataan Ruang yvang Adil, Aman, Nyvaman, Produktif dan Lingkungan

Hidup yang Berkelanjutan

Sedangkan Misi Kedua vaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan
dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk mencapai
Tujuan :

3)  Pelavanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan vang Berkualitas dan

Berdaya Saing (disebut Tujuan 3)

Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, dalam 5 tahun ke depan diarahkan
pada Sasaran Strategis sebagaimana dituangkan dalam diagram berikut:
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Gambar 11 : Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan

Ruang Kementerian

Agraria  dan

Tata  Ruang/Badan

Pertanahan Nasional 2020-2024 (Bagian 1)
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Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanva dalam bagan (Gambar 11
dan 12) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menjadi tanggung jawab Menteri
dan Wakil Menteri. Perencanaan kKinerja sebagai bagian dari manajemen
kinerja (performance management) vang mengalirkan {cascade) visi dan misi
pada tujuan dan sasaran vang disertai indikator kinerjanya, akan dikelola
berdasarkan 4 (empat) perspekiifl untuk memudahkan pengendalian dan
evaluasi. Keempat perspektifl adalah perspektif consumer dan stakeholders
serta perspektif internal dan manajemen. Secara lebih lengkap elaborasi

keempat perspektif tersebut dijelaskan pada gambar berikut:

Tujuan 1

Prrgeicingn Pertanaben untuk

Merwinad ban Cesejafiinrnnn Fakyat

Pengussasnt, Prmilitan Pengginasn dun
Pemarfsaton Tanah vang Bekepastian

Fukym dan Frod gkeil

Terwujudrys Tata Kakols Kelambagse n yarg
toemprehenst dan Bertandar Kapsrminirtalsn

Yary Bak

Gambar 13 : Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024

Perspektifl stakeholder dan customer akan menjadi alat ukur Kinerja
bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, agar
kebijakan, program dan Kegiatan vang dilaksanakan mampu menghasilkan
dan memberikan impact vang positil’ bagi masyarakat. Dukungan manajemen
dan perspektif internal vang akan selalu dikembangkan melalui institutional
building dan capacity building merupakan agenda vang tidak dapat dipisahkan
untuk mewujudkan impact dari kinerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

www.peraturan.go.id



30. 2020, No.1792

BAB 11
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2020-
2024, untuk mendukung capaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah

| vl

7

Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

b4
Visi tersebut dipertajam dengan 9 (sembilan) Misi, vaitu:

Gambar 14 : Misi RPJMN Tahun 2020-2024
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Misi RPJMN Tahun 2020-2024 berfokus pada peningkatan kualitas SDM,
keberlanjutan kelestarian lingkungan dan kemajuan kebudayaan, penegakan
hukum yang berkeadilan, serta sinergitas tata kelola pemerintahan

diakselerasi dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan berikut:

Memporkuat Ketaharan Exonomi
untuk Pertumbstan yang

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, RPJMN 2020-2024

Gambar 15 : 7 (Tujuh) Agenda dalam RPJMN ke IV

Penekanan pembangunan lima tahun ke depan diarahkan untuk
mendukung prioritas pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam
pidato pelantikan Presiden pada 20 Cktober 2019 di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyvat Republik Indenesia, vang digambarkan sebagai

berikut:
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Gambar 16 : Lima Arahan Presiden Tahun 2020-2024

Sehagai pendukung kebijakan nasional, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga berkewajiban mewujudkan 7 (tujuh)
Agenda dalam RPJMN ke IV yaitu "Memperkuat ketahanan ekonomi untuk
pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”, “Mengembangkan wilayah
untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”, “Meningkatkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, “Revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan”. “Memperkuat infrastruktur untuk
mendukung pengembangan eckonomi dan pelayanan dasar”, “Membangun
lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim”,
serta “Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik”,

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional

Cakupan objek kajian dalam Kementerian Agrarnia dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi dua hal, yaitu: 1) tanah/lahan
yang bersifat indivwdu (piece of land as it is) yang mencakup di dalamnya nilai
dan kepemilikan (vaiue, tenure) dan segala hak yang melekat padanya, dan 2)
tanah/lahan yang saling berkaitan dalam kontcks kewilayahan karena di
dalamnya mencakup faktor penggunaan dan pembangunan (use and
development, or land with its connectiveness, as space), schingga kajian multi
scktor memadi penting untuk dilckatkan dalam kinerja. Secara gans besar,

kedua hal tersebut menjadi main core pengelolaan organisasi di masa

2020, No.1792
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mendatang. Basis pengelolaan organisasi yang mengakomodir kedua

komponen objek kajian tersebut adalah Land Management Paradigm.

Paradigma berdasarkan teori dan praktik vang mengakomodir objek
kajian tersebut di atas senantiasa mengalami perkembangan dan tantangan
vang dinamis, Pada era E-Governance (Electronic Governance) misalnya,
tantangan untuk pengelolaan institusi yang berbasis data digital vang
diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan
akuntabilitas sistem vang begjalan. Sementara itu, di era T-Governance
(Transformational Governance), potensi untuk meningkatkan keterlibatan dan
keterhubungan semua pihak menjadi penting untuk membangun sistem
pengelolaan organisasi. Tak luput, dengan munculnyva A-Governance (Adaptive
Governance), menuntul pola pengelolaan sistem menjadi  lebih  resilient
terhadap adanya gangguan baik terduga maupun tak terduga, sehingga
pengelolaan sistem menjadi siap dalam segala kondisi.

Aral kebijakan yang dipilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional pada Tahun 2020-2024 adalah dengan menerapkan
paradigma manajemen pertanahan (Land Management Paradigm/LMP) yang
terdiri dari Land Tenure, Land Value, Land Use, Land Development dan
Cadastre and Land Infrastructure Information sebagai landasan untuk
mencapai tujuan, Paradigma manajemen pertanahan diformulasikan sebagai
kebijakan untuk mengelola urusan tanah dan ruang, dalam hal ini
perencanaan dan penataan ruang mercpresentasikan fungsi Land Use.
Pengaturan penguasaan dan Kkepemilikan tanah merepresentasikan fungsi
Land Tenure, serta penilaian dan pengembangan pertanahan masing-masing
merepresentasikan Land Value dan Land Development,

Secara diagramatik, perspektif manajemen global vang dikaitkan dengan
Pembangunan Berkelanjutan dapat disajikan dalam Gambar 17 (Enemark
dkk., 2010)
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Kadaster dan Infrastruktur
Pertanahan
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Gambar 17 : Perspektif Global Pengelolaan Pertanahan (dan Ruang) dalam
Pembangunan Berkelanjutan

Dalam diagram tersebut komponen operasional dalam manajemen
pertanahan pada dasarnya berupa operasionalisasi fungsi administrasi.
Fungsi administrasi pertanahan akan sangat tergantung pada kondisi dan
kapasitas di suatu negara yang mencakup (1) Kebijakan Pertanahan, (2)
Ketersediaan dan kualitas informasi pertanahan, dan (3) Kerangka
institusional yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, dipandang relevan
untuk menggarishawahi komponen kebijakan pertanahan mencakup aneka
hal, sebagian diantaranya adalah kebijakan tanah untuk kelompok miskin,
pencegahan spekulasi atas tanah, pencegahan konflik atas tanah, serta
manajemen keberlanjutan dan kontrol atas pemanfaatan tanah. Sechingga
kegiatan penyediaan tanah menjadi relevan untuk mendukung poin terakhir.
Kegiatan tersebut telah dan masih dilakukan oleh perangkat Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sembari menunggu
kehadiran Bank Tanah yang sedang dalam proses inisasi regulasi dan
kelembagaan.

Kesemuanya ini penting untuk memastikan kontrol dan pengelolaan
objek tanah dan ruang fisik berikut oufcome ekonomi, sosial dan
lingkungannya. Hal tersebut untuk menjamin bahwa Tujuan Kementerian yang
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mengacu pada LMP scjalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan
tercapainyva Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Strategi vang diterapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis LMP adalah
penguatan aspek spasial (data bidang tanah terkait kepentingan hak, batasan
dan  tanggung jawab yang ditimbulkan dari  penguasaan, pemilikan,
pemanfaatan tanah dan ruang), aspek institusional (mekanisme, prosedur dan
proses melibatkan para pihak terkait urusan tanah dan ruang), aspek legal
(kebijakan dan peraturan yvang diperlukan untuk memastikan tercapainya
tujuan Kementerian) yvang berbasis data dengan cakupan vang lengkap,
memiliki reliabilitas tinggi, dan transparan.

Salah satu ciri menonjol dalam penerapan LMP adalah Kkepastian
informasi terkait bidang tanah. Dalam hal ini proses penyvusunan output
produk kadaster dan informasi pertanahan perlu disusun sccara efisien dan
efektif, meniadakan proses redundansi vang tidak perlu dan menutup celah
vang ada. Dalam hal ini, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam
mendukung pencapaian misi pertama dan kedua melalui digitalisasi proses
dan layanan sangat krusial untuk mendukung implementasi kebijakan
pertanahan. Arah Kebijakan dan Strategi digambarkan pada Tabel berikut:
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Tabel 1= Avh Kebijakan dan Strategi
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Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas maka tema
tahunan selama 5 (lima) tahun periode rencana strategis dijelaskan
pada fokus perencanaan di dua tahun pertama diawali dengan
peningkatan kualitas pada tahun 2020-2021. Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berupava melakukan
percepatan dan peningkatan kapasitas untuk siap memasuki
transformasi digital di tahun 2021, Hal ini meliputi percepatan
pendaftaran  bidang tanah di  seluruh  Indonesia, penyiapan
kelengkapan data, infrastruktur fisik, metode layanan serta
kompetensi sumber daya manusia, Peningkatan kapasitas sumber
daya manusia menjadi hal utama mengingat sumber dayva manusia
merupakan penggerak utama untuk mewujudkan visi Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dimana
diperlukan nilai-nilai organisasi yang bisa mengarahkan pegawai
bergerak menuju ke tujuan vang sama, mengarahkan dan mendasari
perilaku  pegawai dalam menjalankan tugas, membentuk budaya
kerja organisasi, schingga dapal melayani masyarakat dengan

kejelasan prosedur, biaya dan ketepatan waktu,

Dalam mewujudkan institusi berstandar dunia, diperlukan
strategi, komitmen serta perspektif baru dalam menvikapi peralihan
media layanan schingga pada tmhun 2022 dan 2023 Jayanan
pertanahan dan tata ruang semakin mudah diakses dan transparan
berbasis elektronik. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah Dberhasil mengalihkan
beberapa  pelayanan menjadi lavanan  elektronik, seperti

mengimplementasikan Hak Tanggungan elektronik secara nasional,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional terus berbenah menuju ke arah perubahan. Dengan inovasi-
inovasi vang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas
dan kualitas organisasi, inovasi juga dihasilkan untuk memberikan
kemudahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Setelahh 4 (empat) tahun membangun pondasi lavanan pertanahan
dan tata ruang berkualitas serta berbasis elektronik, di tahun 2024
diharapkan memberikan dampak pada kepastian hak atas tanah

www.peraturan.go.id
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vang selanjutnya mendukung tercapainya wisi Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2024
menjadi insititusi berstandar dunia. Adapun tematik tahunan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dapat dilihat pada gambar berikut:

.

a 020 021 clee2 2023 202k

Peningkatan Stelsel positif
a . . 1 it
Peningkatan Kualitas Berbasis Berbasis dan Institusi
Kualitas menuju i i
Transformasi 2Ll Ll BE:::?:H
Digital

Gambar 18 : Tematik Tahunan Pembangunan Pertanahan dan Tata
Enang
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Selain itu, perlu adanya pengusulan revisi Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
Hal ini disebabkan karena Peraturan Presiden tidak bisa menganulir
Undang-Undang. Untuk itu diusulkan agar dalam pendaftaran tanah
pertama kali tidak dikenakan pajak terutang terkait pengenaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Penghasilan (PPh), melainkan diberikan tarif Rp0,00 (nol rupiah). Hal
ini dikarenakan proses pendaftaran tanah pertama kali oleh
masyarakat sering kali terkendala. Dalam pengusulan revisi Undang-
Undang tersebut perlu koordinasi terlebihi dahulu antarkementerian
terkait instansi mana vang bertanggung jawab dalam penyusunan
revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Penataan kelembagaan didasarkan pada Ketepatan fungsi
(berdasarkan mandat), ketepatan proses bisnis dan ketepatan ukuran
sesuai beban kerjanya. Penataan kelembagaan didasarkan pada
paradigma manajemen pertanahan dan penataan ruang (Land
Management Paradigm) untuk mewujudkan tercapainya Tujuan,
Sasaran, Program dan Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2024, yang
digambarkan sebagai berikut:

Vi © *Termgudnya Ruang dan Penge
Perarahan yang Terpercaya dan Sersanda Ounia

Gambar 19 : Proses Kinetja Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional
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Alur (flow) dalam LMP merupakan alur proses vang menjadi dasar
dalam memetakan alur fungsi dari masing-masing struktur vang
akan dibentuk, agar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi
kinerja untuk menghindari redundancy dan pengulangan (double)
kinerja. Schagai gambaran, proses inti adalah proses yvang terkait
penerapan fungsi administrasi pertanahan dan tata ruang yvang
meliputi Land Use, Land Tenure, Land Value dan Land Development.
Adapun proses pendukung atau proses prasyarat  adalah
ketersediaan kadaster dan informasi pertanahan vang lengkap, dapat
dipercayva, transparan serta  dapat  dijangkau.  Ciri  informasi
pertanahan ini merupakan svarat hadirnva administrasi pertanahan
vang prima. Tidak kalah penting adalah adanya proses manajemen
untuk memastikan tujuan kedua dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dicapai yaitu adanyva
dukungan manajemen vang andal dari aspck operasional dan dari
aspek penjaminan mutu.

Struktur organisasi untuk pengelolaan tanah untuk setiap
negara berbeda-beda, tergantung dari sejarah, budava dan setting
tatanan kelembagaan yvang diberlakukan dalam penerapan kebijakan
pengelolaan tanah dan tata kelola. Namun secara umum aktivitas
pengelolaan tanah akan mencakup ftiga hal vaitu: Kebijakan,
Infrastruktur, dan Administrasi Tanah (pertanahan). Kerangka
kelembagaan Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional sesuai dengan mandat yang dimiliki dan
menyelaraskan goals vang ingin dicapai, maka perlu dirumuskan
perckayasaan kelembagaan (Re-engineering) dengan menyesuaikan
proses bisnis dan visi-misi institusi (Goal Based Organization-
Performance Based Organization) vang adaptil dan transformatif
terhadap isu strategis yvang harus diselesaikan dan meningkatkan

daya saing institusi,
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Sementara untuk mendukung operasional akan mencakup
fungsi administrasi pertanahan dalam rangka memastikan mengenai
Rights, Role, Responsibility and Risk terkait dengan pemanfaatan
tanah. Dengan demikian fungsi administrasi pertanahan diperlukan
untuk membangun infrastruktur informasi terkait lahan (tanah)
termasuk kadastral dan kelengkapan atributnya terkini. Semua hal
ini akan dijalankan oleh meckanisme kelembagaan yang ditentukan,
Adapun Kkerangka lengkap organisasi dapat dilihat pada Gambar
berikut:
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Cambar 20 Stroktuy Organisasi Kementerian Agranda dan Tata Ruangy Badun Pertanalan Nasioos)
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Gambar 21 - Stroktur Ongaanissss Kementersan Agenoon dan Tate Rasog/ Badan Peruman v Nassooal Lanjotan |Esesan M)
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

4.1, Target Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai
dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis,
Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.

4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis beserta indikator kinerjanya pada Rencana Strategis
Tahun 2020-2024 menjadi Indikator Kinerja Utama dalam rangka mencapai
Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional. Sasaran Strategis digambarkan dalam suatu  aliran  kinerja
(performance flow) dan terkait dalam suatu rangkaian proses bisnis dengan

program dan kegiatan.
A. Tujuan 1

Pada Tujuan 1: Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan Kesejahteraan
rakyat, dengan Sasaran Strategis: Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yvang berkepastian hukum dan produktif. Ketercapaian
sasaran strategis ini diukur dengan beberapa Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS) sebagai berikut:

www.peraturan.go.id
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1. Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah, sebagaimana
digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 22 : IKSS 1 Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah

Formula yang digunakan dalam mdikator i adalah Indeks Gmm
Ketimpangan Pemihikan Tanah. Ketimpangan pemilikan tanah terjadi akibat
sebagian besar masyarakat memiliki total luas tanah vang proporsinya kecil
dibandingkan dengan sebagian kecil masyarakat vang memiliki total luas
tanah yvang proporsinya besar. Untuk mengurangi ketimpangan ini dilakukan
redistribusi tanah maupun pemberian hak atas tanah Negara kepada
masyarakat, baik masyarakat pemilik tanah dengan luasan kecl maupun
masyarakat yang sama sekali tidak memiliki tanah (landless). Sedangkan
tanah vang diredistribusikan maupun diberikan (Tanah Objek Reforma
Agraria-TORA) adalah tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan
hutan, tanah di kawasan area penggunaan lain yang berupa: tanah Negara
bekas hak, tanah Negara vang sebelumnya telah dikuasai dengan tanpa hak,
tanah terlantar. tanah absentee dan tanah kelebihan maksimum serta tanah
vang berasal dan kewajiban penerima hak guna usaha untuk diberikan
sebagian (2094 kepada masyarakat petan plasma.
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Ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia masih menjadi isu yvang
perlu diselesaikan di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan WNasional berperan penting dalam menurunkan ketimpangan
penguasaan tanah vang dianggap masih relatif tinggi dengan Indeks Gini
Lahan 0,49 di tahun 2019 dan 15,8 juta rumah tangga tani (58 persen dari
total rumah tangga tani) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5
hektare/keluarga. ¢ Penurunan kKetimpangan penguasaan tanah dihavapkan
dapat berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan dan dalam jangka
panjang akan menurunkan potensi biava sosial dan ekonomi. Picket dan
Wilkinson (2011) menvimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan yvang tinggi
akan menyebabkan tingginya permasalahan sosial dan kesehatan. Temuan ini
sejalan dengan Dalyv®” dan Fajnzylber® vang menemukan bahwa ketimpangan
berkorelasi positif dengan tingkat kriminalitas, termasuk di dalamnya
korupsi?® IKSS ini diharapkan dapat mendukung sasaran  makro
pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan Rasio Gini
Pendapatan menjadi 0,360-0,374 di tahun 2024.

Kementerian - Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional
melaksanakan dua program utama untuk mengurangi ketimpangan pemilikan
tanah, yaitu redistribusi tanah dan pemberian hak atas tanah Negara. Program
tersebut dilaksanakan oleh:

1. Fungsi Penataan Agraria, melalui redistribusi tanah;

2. Pungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, melalui penctapan dan

pendaftaran hak;

3. Fungsi Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, melalui penyediaan
infrastrukwur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang, sistem
informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang, dan infrastruktr
bidang tanah dan ruang;

4, Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, melalui

terkendalinya pengendalian dan pemantauan pertanahan.

¥ Survei Pertanten Antar Sensus 2018 BPS {2019

o pDaly, M., Wisan, M., & Vasdev, 8 (2001). Inco equality and he de vaten i Canada and the Unded
Staten, Canadéan J. Criminology, 43, 219

" Fajnsylber, P., lederman, D, & leayza. N. (2002). Inequality and wviolent cnme. The pumal of Lar and
Economics, 451), 1-39.

¥ MoAdams, R, H. (2010}, Economic costs of inequality. U Chl Legad F., 23,
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Orientasi penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dalam pengurangan
ketimpangan pemilikan tanah ini berkontribusi dalam mewujudkan sasaran
pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek sosial.

2. Peningkatan Pendapatan Per Kapita Penerima Reforma Agraria, sebagaimana
digambarkan dalam diagram berikut:

Gambar 23 : IKSS 2 Peningkatan Pendapatan Per Kapita Penerima Reforma
Agraria

Dua dari 12 sasaran makro pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024
adalah penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen dan penurunan
Rasio Gini Pendapatan menjadi 0,360-0,374 di Tahun 2024, Dalam konteks
pembangunan ekonomi, kedua sasaran tersebut saling terkait. Peningkatan
pendapatan per kapita golengan berpenghasilan rendah akan menurunkan
tingkat kemiskinan dan sekaligus menurunkan ketimpangan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berperan dalam
keberhasilan pencapaian sasaran makro tersebut melalui  peningkatan
pendapatan per kapita penerima Reforma Agraria.

Reforma Agraria menurut TAP MPR No. IX Tahun 2001 dan Peraturan
Presiden Nomor 86 Tahun 2018 adalah kegiatan yang meliputi penataan aset
dan penataan akses yang ditujukan untuk menata kembali penguasaan,
pemilikan, pengegunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dengan tujuan
mencapai kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran
bagi rakyat Indonesia, Reforma Agrara diselenggarakan dengan berpedoman
pada prinsip menghormati dan menjunjung tinggi HAM, meningkatkan
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keterpaduan dan koordinasi antarscktor pembangunan, mengupayakan
keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan
individu, serta melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis
sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Penyelenggaraan Reforma
Agraria vang optimal akan didukung oleh ketersediaan regulasi yang memadai,
pendataan pertanahan yang baik, dan kelembagaan dengan kewenangan yvang
kuat.

Penerima program Reforma Agraria mendapatkan tambahan aset berupa
kepemilikan atas tanah yang bersertipikat. Kepemilikan atas sumber daya
tanah tersebut akan meningkatkan kemampuan penerima program untuk
berproduksi dan mendapatkan tambahan pendapatan. Selain itu, sertipikat
vang dimiliki menyebabkan individu ataupun rumah tangga menjadi bankable.
Dengan kata lain, sertipikat yang diterima oleh penerima program dapat
meningkatkan akses penerima program terhadap modal dan alat produksi
untuk meningkatkan pendapatannya, Kenaikan pendapatan penerima program
Reforma Agraria ini didukung oleh:

1. Fungsi Penataan Agraria, melalui redistribusi tanah,;
2. Fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, melalui penetapan dan
pendaftaran hak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis
ini adalah persentase peningkatan pendapatan per kapita penerima program
Reforma Agraria. Formula vang digunakan dalam indikator ini adalah Indeks
Peningkatan Pendapatan per Kapita Penerima Reforma Agraria. Masyarakat
penerima program Reforma Agraria akan mendapatkan tambahan aset
kepemilikan tanah ataupun kepemilikan asct tanah yang sebelumnya tidak
dimiliki sama sekali. Kepemilikan aset tanah tersebut dilegalisasi melalui
kegiatan penerbitan sertipikat tanah schingga masyarakat penerima program
Reforma Agraria memiliki tanah dan bukti kepemilikan tanah berupa
sertipikat.

Dalam penyvelenggaraan pengelolaan pertanahan, termasuk program
Reforma Agraria, kepemilikan aset tanah masyvarakat, termasuk bukti
kepemilikannya (sertipikat) diberdavakan untuk mendapatkan akses produksi,
permodalan dan keuangan {akses reform) schingga menghasilkan keuntungan
atau pendapatan bagi masyarakat penerima program Reforma Agraria tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
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Agraria, Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan
maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang
disebut juga pemberdayaan masyarakat. Penataan akses tersebut akan
dilaksanakan oleh lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas
Reforma Agraria (GTRA). Kegiatan penyediaan access reform secara garis besar
terdiri dari identifikasi penerima manfaat, peningkatan kapasitas, dan
pendampingan. Kepemilikan aset tanah dan pendapatan masyarakat dari hasil
akses reform inilah yang ditargetkan untuk berkontribusi dalam peningkatan
pendapatan per kapita penerima program Reforma Agraria dan pengurangan
angka kemiskinan.

Indikator ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan orientasi
penyelenggaraan pertanahan dalam berkontribusi mewujudkan sasaran

pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek ekonomi.

3. Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah, sebagaimana
digambarkan dalam diagram berikut:

Pertanahan dan
Ruang

Peningkatan
Pendaftaran Tanah |
+ Tensslesykanny Sengeta y i untuk Kepastian Hak Terwupudnys peratuzan dan penetapan hak atas

3 % ki Atz Tinsh ian Rung tanah rang stes dan nuang bawah uttuk badun

* Terelesalkantyy aSara Sasaran < anveioe gexinraan
peaanganan periarn S
pertanahan

* Tenciesakannya konflik dan
Aefahatan pertanahan secira
holstik antst instansi

* Terdptanys permahaman
yang sama dalam
masyarakat mengena)
pertanahan dan ruang

Terviujadnya pongaturan dan peoetspan hak atas
Program tarah rGang atas & fuang bawah untuk inptansi
- pemestetab, BUMN. dart BUMN

Terlsksananya peocaftaran tanah dan pendaftacan
ruang bawah tanah dan ruang stas tanah yang
berkepastian hubum dan berbasis elektronik

* Terwupsinys pengaturan dan pendaftarin tanah
komura dan pengtaccataan tanah uliyat serts
terwuudnys keeja sama kelembagaan yang
terintegras

Gambar 24 : IKSS 3 Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah

www.peraturan.go.id



63 2020, No.1792

Formula vang digunakan dalam indikator ini adalah Nilai Kepastian dan
Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. Kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah diwujudkan melalui pendaftaran tanah dan
penanganan kasus pertanahan, termasuk pencegahan timbulnya kasus baru.
Pendaftaran tanah dihasilkan dari kegiatan teknis, vuridis dan administratif
atas data yuridis (bukt penguasaan atau kepemilikan tanah) dan data fisik,
yaitu data vang menunjukkan kepastian objek vang dihasilkan oleh kegiatan
pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Sedangkan penanganan kasus
pertanahan dilakukan melalui penanganan sengketa, konflik dan perkara
pertanahan. Kepastian hukum  juga termasuk aspek kepastian hak,
pembatasan penggunaan haknya dan tanggung jawab atas hak yang
dimilikinva vang didasarkan atas informasi rencana tata ruang (Right,
Restriction dan Responsibility). Kemudian pencegahan timbulnya kasus baru
vang muncul dilakukan, antara lain dengan upaya deteksi dini atas potensi
kasus yvang dapat terjadi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik
internal maupun eksternal sebagai upava preventif untuk mencegah timbulnya

kasus pertanahan,

Rumus vang digunakan untuk menentukan nilai, sebagai berikut:

(A-B)/C*100%

Penjelasan:

A=Bidang tanah terdafar;
B=Bidang tanah terdaftar diperkarakan;
C=Jumlah Bidang Tanah Total

www.peraturan.go.id



2020, No.1792 64

Tabel 3 : Interval Nilai dan Konversi Indeks Nilai Kepastian dan Perlindungan
Hak Atas Tanah

Interval Nilai dan Konversi

Konversi Nilai Interval Nilai Kepastian dan
Perlindungan Hak Atas Tanah
1= 0-20% nilai 1= Sangat buruk
2= >21-40% nilai 2= Buruk
3= >4 1-60% nilai 3= Cukup
4= >61-80% nilai 4= Baik
5= >81-100% nilai 5= Sangat Baik

Korelasi sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, bahwa
semakin banyvak bidang tanah vang terdaftar dan bidang tanah tersebut
semakin sedikit vang berperkara di pengadilan maka nilai kepastian dan
perlindungan hak atas tanah tersebut semakin baik.

Indikator ini  juga dimaksudkan untuk menunjukkan  orientasi
penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dalam berkontribusi mewujudkan
sasaran pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek sosial. Indikator
ini dilaksanakan oleh:

1. Fungsi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;

2. Fungsi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
3. Fungsi Tata Ruang;

4. Fungsi Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.
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4. Peningkatan Kemudahan Investasi, sebagaimana digambarkan dalam
diagram berikut:
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Gambar 25 : IKSS 4 Penungkatan Kemudahan Investasi

Formula yang digunakan dalam indikator ini adalah skor EODB
Registening Property. Kemudahan investasi antara lain disebabkan oleh faktor-
faktor: penvediaan tanah, kemudahan dan kejelasan prosedur, persyaratan
dan biaya pengurusan hak atas tanah, kepastian hukum atas rencana tata
ruang dan pemanfaatannya, kepastian dan perlindungan hukum hak atas
tanah serta kelengkapan informasi spatial pertanahan dan transparansi
informasi nilai tanah. Kepastian informasi tata ruang dapat mempercepat
proses penerbitan perizinan pemanfaatan ruang. Kegiatan-kegiatan yang
berkontribusi pada faktor-faktor terjadinya peningkatan kemudahan investasi
merupakan unsur penting bagl  tercapainya sasaran strategls  yang
diindikasikan dengan indikator EODB Registening Property ini. Indikator i
juga dimaksudkan untuk menunjukkan orientasi penyelenggaraan pertanahan
dalam berkontribusi mewuudkan sasaran pembangunan berkelanjutan,

khususnya pada aspek ekonomi,
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Penataan ruang meski tidak secara langsung namun memiliki kontribusi
dalam penilaian EODB khususnya terkait kepastian zonasi ruang. Hal ini akan
mempercepat waktu pemrosesan kepastian izin berinvestasi yang menjadi
penilaian dalam EODB. Sesuai instrumen  penilaian  Indeks Peningkatan
Kemudahan Investasi (Registering Property dalam EODB) vang meliputi
Registering Property dengan Skor (0-100), penilaian terdiri dari:

A = Jumlah Prosedur: banyaknya prosedur yang dilewati
B = Waktu (Hari): lamanya prosedur tersebut dilalui

C = Biaya (% dari Nilai Property)

D) = Indeks Kualitas Administrasi Pertanahan.

Ini menunjukkan bahwa secara cascading ke bawah lebih disupport oleh
program pengelolaan dan pelavanan pertanahan dengan beberapa kegiatan
Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan serta Kegiatan Survei dan Pemetaan

Tematik, dan kegiatan lainnya dalam satu program.
B. Tujuan 2

Pada Tujuan 2: Penataan Ruang vang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan
Lingkungan Hidup vang Berkelanjutan,

Sasaran Strategis: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang
serta Pewujudan Tertib Tata Ruang, ketercapaian sasaran strategis ini diukur

dengan indikator (IKSS) Indeks Penyvelenggaraan Penataan Ruang.
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Gambar 26 : IKSS 5 Indeks Penvelenggaraan Penataan Ruang

Keberhasilan untuk mencapai sasaran strategis ini dipengaruhi oleh
faktor-faktor (1) Rencana Tata Ruang; (2) Sinkronisasi; dan (3) Pengendalian
Pemanfaatan Ruang, termasuk terkendalinya luasan lahan  pertanian
berkelanjutan. Hal ini sebagaimana telah tertnang dalam rencana tata ruang
maupun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dalam rangka
mewujudkan kedaulatan pangan. Rumus yang digunakan untuk mengukur

ketercapaian indeks ini, sebagai berikut:

l (A+B)/2 I

A = Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Dengan jabaran:

B = Indeks Kepatuhan Ruang vang Optimal

Adapun Nilai Indeks Penvelenggaraan Penataan Ruang: 0 s.d. 1, 0 = belum

optimal, 1 = sangat optimal.
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Tabel 4 Interval Nilai Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
Interval Nilai Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai Indeks 0-0,2 = Kurang Optimal
Nilai Indeks 0,21-0,4 = Belum Optimal
Nilai Indeks 0,41-0,6 = Cukup Optimal
Nilai Indeks 0,61-0,8 = Optimal

Nilai Indeks 0,81-1 = Sangat Optimal

Korelasi sasaran strategis dan sasaran kegiatan, bahwa semakin banyak
Rencana Tata Ruang vang dihasilkan dan tidak terdapat pelanggaran dalam
pemanfaatannya maka semakin ideal.

Indikator ini juga menunjukkan orientasi penyelenggaraan penataan
ruang vang berkontribusi mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan,
khususnya pada aspek lingkungan. Indikator ini dilaksanakan oleh:

1. Fungsi Tata Ruang,

2. Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

C. Tujuan 3

Pada Tujuan 3: Pelavanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan vang
Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan Sasaran Strategis: Terwujudnya Tata
Kelola Kelembagaan yvang Komprehensil dan Berstandar Kepemerintahan yvang
Baik.
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Sasaran
Trogm

Gambar 27: IKSS & Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif
dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik

Max Weber sebagai salah satu pakar ilmu sosial telah rmulai
memperkenalkan birokrasi kepada publik. Terinspirasi oleh keunggulan mesin-
mesin industri dan mansjemen organisasi, Weber mendefinisikan birokrasi
adalah sebuah organisasi yang memiliki prosedur, tanggung jawab, hierarki,
dan impersonal. Dengan mengadopsi cara kerja mesin dan manajemen
organisasi, birokrasi yang diklaim sebagai organisasi penyelenggara

kepentingan publik, dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisient®

Indikator yang digunakan dalam Sasaran Strategis ini adalah Indeks
Reformasi Birokrasi untuk menunjukkan sudah berkinerjanya Good
Govemance, melalui perubahan Mind Set dan Culture Set yang meliputi 8
(delapan) area perubahan yang terdiri dari: 1] Manajemen Perubahan, 2)
Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 3] Penataan dan Penguatan
Organisasi, 4] Penataan Tata Laksana, S| Penataan Sumber Daya Manusia, 6]
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 7] Penguatan Pengawasan, dan §]
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang kesemuanya diukur setiap tahun

dan terangkum dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

4 Q. Tierean and G. Bratucu. The Evolution of Concept of Bureaucracy. Bulletin of Transilvania University of Brasew.
Vol2 (51),2009.
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Sasaran Strategis (SS) tersebut di atas sebagai goals dari 3 Tujuan yang
telah ditetapkan memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
sebagaimana diuraikan targetnya setiap tahun dalam tabel berikut:

Tabel 5 : Target Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Ukuran 2020 2021 2022 2023 2024
Kinerja Sasaran
Strategis
IKSS 1 Indeks 0,0002 0,0008 0,0025 0,0047 0,0061

Penurunan
Indeks Gini
Ketimpangan
Pemilikan Tanah
IKSS 2: Persentase 53 10 1S 20 25
Peningkatan
Pendapatan per
Kapita Penerima
Reforma Agrana
IKSS 3: Nitai 4 4
Nilai Kepastian
dan
Perlindungan
Hak atas Tanah
IKSS 4 Perningkat, | Peringkat | Peringkat  Penngkat | Penngkat | Peringkat
Peningkatan Skor (0- 106 80 (Skor = 635 (Skor | 50 {Skor | 40 (Skor
Kemudahan 100) (Skor 60} 68) 72) 76) 78)
Investasi
(Registering
Propertyy dalam
EaDB]

IKSS §: Indeks 0,12 0,36 0,58 0,80 1,00
indeks
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
IKKS 6: Indeks 75 78 82 86 a0
Indeks
Reformasi
| Birokrasi

a
o
a

1.1.2 Indikator Kinerja Program

Program yang dilaksanakan dalam rencana strategis ini dipertajam
dengan sasaran program beserta indikator kinerja program, yang akan
diaktualisasikan melalui kegiatan (activity) dengan indikator kinerja
kegiatannya. Terdapat 3 (tiga) program vang dilaksanakan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri
dari  Program Pengelolaan dan Pelayvanan Pertanahan, Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Dukungan Manajemen.
Adapun rincian jumlah sasaran dan indikator masing-masing program
sebagai berikut:
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1. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan memiliki 8 sasaran
program dengan 9 indikator kinerja program,

.....

8
I Wbt ke
. =
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
PERTANAHAN

Gambar 28: Jumlah Sasaran Program dan IKP Program Pengelolaan dan
Pelayanan Pertanahan

2. Program Penyclenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 2 sasaran
program dengan 2 indikator kinerja program.

4

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG

Gambar 29: Jumlah Sasaran Program dan IKP Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang

3. Program Dukungan Manajemen terdiri dar 2 sasaran program dengan

6 indikator kinerja program.
=]
2 6
Avsias e ———— oy

g

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Gambar 30: Jumlah Sasaran Program dan IKP Program Dukungan
Manajemen
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4.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Terkait indikator kinerja kegiatan terlampir di Gambar 32 dan 33
Cascading Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Wasional Tahun 2020-2024. Adapun rincian jumlah kegiatan
dan indikator kinerja kepiatan dari masing-masing program adalah
sebagai berikut:

1. 17  kegiatan untuk mendukung terlaksanakannya Program
Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan dengan 39 Indikator Kinerja
Kegiatan.

2. 5 kegiatan dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
dilengkapi 6 Indikator Kinerja Kegiatan.

3. 20 kegiatan menunjang Program Dukungan Manajemen, disertai 131
Indikator Kinerja Kegiatan.

V

176

42

Kegiatan Indikator kinerja

legiatan

KEGIATAN DAN IKK KEMENTERIAN ATR/BPN

Gambar 31: Total Jumlah Kegiatan dan IKK Kementerian ATR/BPN

Keterkaitan program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Cascade Rancangan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasicnal 2020-2024
Gambar 32 Cascading Program dan Kegiatan Beserta Indikator Kinerja

(Program 1 dan 2)
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Gambar 33 Cascading Program dun Kegintan Besortn Indikator Kinerja (Program 3)
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4.2. Kerangka Pendanaan

Sub-bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan  secara
keseluruhan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional untuk mencapai target Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran
Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain it, dijabarkan juga pemenuhan
kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN baik vang bersumber dari
Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta sumber/skema lainnya seperti Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility
(CSR). Informasi lebih lengkap terhadap kerangka pendanaan terdapat pada
Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2020-2024 disusun untuk mewujudkan tujuan pembangunan
nasional selama 5 (lima) tahun mendatang yvang telah ditetapkan dalam
RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam penyvusunan Rencana Strategis Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diawali dengan
penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra yang dilanjutkan penyusunan
Rancangan Renstra, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan para
ahli serta hasil evaluasi renstra pada periode 5 tahun sebelumnya. Rencana
Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Tahun 2020-2024 mengusung Visi "Terwwudnya Penataan Ruang dan
Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam
Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandin dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”®. Dalam
rangka pencapaian Visi tersebut diperlukan dukungan oleh segenap unsur
dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta stakeholder yvang
bergerak dalam bidang pertanahan dan penataan ruang serta partisipasi
publik.

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional harus digunakan scbagai acuan kinerja dalam Kementerian ini yvang
akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri sehingga memiliki kekuatan hukum
dalam operasionalisasinyva. Dalam implementasinya Rencana Strategis ini akan
dievaluasi dan dimonitoring setiap tahun, pada tengah periode dan akhir
periode berlakunya Rencana Strategis. Selanjutnya Rencana Strategis ini akan
digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) vang di dalamnya
terdapat rencana kinerja dan penganggaran setiap tahunnya.
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. Kerangka Regulissi
Dadann rangka melaksanaken kebijakan Kcmancﬂmm'aﬂadmn'mla Rusng/Bada Nastotal untuk periode Tshun
2020-2024 diperluk gan produb lqushsi yaitu:
Tabela:l(mnﬂaﬂezulul
m Usgenmi Peatentukan Berdusakon Evabises Rogubesi gt Uit Terkoat/
Mol Kewuhan Eoeisting, Kajlan dan Penelitian s Tustitusi Turget Penyelosalon
Regulasi
I | Rancongsn o Dalam gk mewupntkan  mesyamkat Indonesin | Kementerian | DIR R dan Tohun 2020

Unndang-Uixdung yang sejhtera, odil, dan  makmur  berdesadan | Agraoin  dan | Kelombegaan/
Funcasidy din Unding-Undang Dassar Negarn Republik | Tats Ruang/ | Lewbaga terkant
Tedonesin Talun 1945, Negaoa  perhy melikukean | Badon wepert

berbagar upaya untuk memenuly bak wangs Pey 1 [ TR
Aty peXenuan dun peoglidugun yung lﬁmk welatui | Nisssoral Kehutanan  dan
cipea kengi. Lagkiingan

* Dengan cipta ke dih = Hidup,
tenagn kegp Indonesin yang weluas- Im-u_vu di mh Kememteran

persaingnn yang semakio  kompetitl dun tunngtan Felwutan i
globalisasi ckooomml. Perikavarn,

o Upaya  perubaban  pengaturan  vang  berkadtan Kementersan
kemudaban don perlindungun usaha mikio, kecil, dan Dialian Negent din
menengall,  peningkoun  ckosdstom  ovestasl,  dan Badan  Infirmast
percepatan provek  strategiss  pasiooal,  termasuk Gospasal

pemngknun perdindungan  don  kesebatan  pekega

ilkukan  melalug pzmlnhmn Undinng-Unitang

ktoral yong dilak secara parsinl tdak ekl
don efisien untuk wepgnmimn pereepatan cipla ko,
achinggn dwﬂulm tegabosan ko melalug
pembentulan Undang-Undang dengan menggunakan
mrloat omenies hw )m dmt lmvcmhn

UM ke dolnm  matn Und.m-Uulnng accnen
Komprebenail.
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T
::;-‘m/ Utgensi Peanbentuiean Berdnsarknn Evabussd Reguliel Unit Vit Terkwit/
e S " n Eva Rl nit Tey
Kebutuban Existing, Knjinn dan Penelitinn Penaniguog | gngrieusi | Tereet Peaelesnian
Regulasi
Rancunga [hhm mewujod kna (luuan, dnn o K K 2 Wb
undang Undang ds dodam dan Tmn dan Mulmmdnnlhk
teinng Rumrg.[l}ulnn h.-munlnn Nnumnl Tohun  2020-2024 | Tats Ruang/ | Awas Monusin,
Pertanal wa UUPA, win | Badlan Sekretriat
terkait dcnym. Pertnnaban | Negisa, DFR RI
o Stelsel positlf dilas peadaftamn tansh Nasarsal
. umth!}hnn
. P ! L cam p di
lemlmp (Bnnk Tapaly vang h-m- mengtur
persedsan  tanah, wmm& deogan  pembentokan
Hulasi guoa mel ketersedi tanah balk untmk
* bang It untuk  ageod
rrlomm aamm
. K«lmlukun baiktn hrpcnﬂﬂm tovrmly berbentuk digtnl
* Penyekesainn kasts pey
o Pengembangsn  niky Guamb melslae  pengustan
konsolatast  tannh,  dan peogiatan  Kewersogan
Mmmmmn Aamnn dan Yot muna/!hdnn
Fertanohon N nikai il
sebagnt oliek najak
o Sinkronssss dengan eolass v ditiat alely K71 bin
mengenal tanah seperts bukte-bukts kej 1 atas
sy, Kewenangan Ik atas tash, hak ulwat, dan
Retarmn Agiaeia
Rancangea - M I 1 Undang-Unding Nomoe 26 Tahun | Dirvklomst Kementorsan Tahun 2023
Pesatumn 2007 tentang Peaataan Ruang Jenderal Totn | PPN/ BAPPENAS,
Pesermitnh Ruang Kementessan
Revisi RTRWN Keordinator
Batang
Pereanomnn,
Kementersan
.97 .
;::MI L Nlhh‘nmla Berdnsarknn Evabuas Repuliesd Unit Vnin Terkwit/
e ) 0 Eva el nit Tex
Kebatuhan Existing, Knjinn don Penieliti m?-?;‘g‘::u Institusi Teauget Penyelesamn
Regulasi
Hukum dan Hak
Asasl Manusin,
Sekreturis
Knhinet,
Kementersan
PUFPR,
Kewsentorsn
Pechubungan,
Kementersn
ESDM,
Kementeran
Langungan Hutop
din Kebuotacan,
Kementersan
Pertinsan,
Kementersan
Perindustring,
Kememersan
Kelautna don
Perikanan, BNPH
Revisi Pessturan | o Menods bagean dan | d il Direklorat Kementorsn 1 tahun anggarn
Pemeomitnh uu 5:.. Kerga Tahun 2020 dnjn.knn txin prakarsa Jenderal Tata | Hukum dan Hak
Nomor 11 Tahun Xepeulia Presaden Ruang Asasi Manusia
020 tentang dan Kewsentersan
Peoertiban  dan Lang&ingan Hidop
Pemberdmaan damn Kehtaman
Tanah Terlantar
Rancamgn o Pembersan ke Agrana K T K 1 b anggaran
Perativan dun Taty Runng/m&n k'mmnhnn Nosioand untik | Agracia dun | Hiokom dan Hak
Presad il objek pajak Tats Busig/ | Asasi Manusin,
Sinkromnasasi Badaa Sekretariat Negara
Peagatumn Pajak Pestinalun
L Adgs Tonsahy Newsrareal
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